
BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAII

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 9 TAIIUN 2024

TENTAVG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN pEmrELENGaARAAN KARTu KREDIT
PEMERINTAII KABupATEH SUKAMARA DAIAnA RABiGKA pELAKSANAAni

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.A DAERAII

DENGAN RAIIMAT TUHAN yANa MAIIA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang    :   a.   bahwa pembayaran secara non tunai melalui Bendahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   dalam
pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  fasilitas  Kartu
Kredit Pemerintah Daerah;

b.   bahwa    untuk    melaksanakan    ketentuan    pasal    44
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia
Nomor    79    Tahun    2022    Tentang    Petunjuk    Teknis
Penggunaan   Kartu   Kredit   Pemerintah   Daerah   Dalam
Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,
menyebutkan   bahwa   ketentuan   mengenai   pengaturan
operasional  tata  cara  penggunaan  dan  penyelenggaraan
KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah ;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
pada  huruf  a  dan  huruf  b  diatas,  perlu  menetapkan
Peraturan  Bupati  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  dan
Penyelenggaraan   Kartu   Kredit . Pemerintah   Kabupaten
Sukamara     dalam     ran8ha     Pelaksanaan     Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat       :    1.   Undang-Undang     Nomor     5     Tahun     2002     Tentang
Pembentukan  Kabupaten  Katingan,  Kabupaten  Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten I.amandau, Kabupaten
Pulang   Pisau,    Kabupaten    Gunung   Mas,    Kabupaten
Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barito  Timur  di  Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2002   Nomor   18,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4180) ;
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2.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     Tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagaimana
telah   diubah   beberapa  kali   terakhir  dengan   Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tanbahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  Tentang
Sistem  Informasi  Keuangan   Daerah   (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  Tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

5.   Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020   Nomor
1781);

6.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia
Nomor    79    Tahun    2022    tentang    Petunjuk    Teknis
Penggunaan   Kartu   Kredit   Pemerintah   Daerah   Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Sukamara    Nomor    4
Tahun  2009  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah     (I,embaran     Daerah     Kabupaten     Sukamara
Tahun 2009 Nomor 4), sebagainana telah diubah dengan
Peraturan    Daerah    Kabupaten    Sukalnara    Nomor    12
Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Nomor   4   Tahun   2009   tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Sukamara  Tahun  2017  Nomor   12,
Tambahan    I.embaran    Daerah    Kabupaten    Sukamara
Nomor 49);

MEMUTUSEN :

Menetapkan    :   TATA CARA PENGGUNAAN DAN PErurELENGGARAAN KARTU
KREDIT    PEMERINTAII    KABUPATEN    SUKAMARA    DALAM
RANGKA    PELAKSANAAN    ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN
BELANJA DAERAH.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten sukalnara.
2.   Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagal  unsur  penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

3.   Bupati adalah Bupati sukamara.
4.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat   Daerah   dalam   penyelenggaraan   Urusan   Pemerintahan   yang
menjadi kewenangan Daerah.

5.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD  adalah  suatu  rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

6.   Kartu  Kredit  adalah  kartu  kredit  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan
peraturan    perundang-undangan   Bank   Indonesia    di    bidang    sistem
pembayaran.

7.   Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah
Kartu  Kredit yang dapat digunakan  untuk melakukan  pembayaran  atas
belanja  yang  dibebankan  pada  APBD,   setelah  kewajiban  pembayaran
pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan
kewajibannya  pada  waktu  yang  disepakati  dan  satuan  kelja  perangkat
daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada
waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

8.   Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai
negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD
berdasarkan penetapan kepala daerah.

9.   Administrator  KKPD   adalah  pejabat  dan/atau  pegawai  di  lingkungan
satuan kelja perangkat daerah yang berstatus sebagal pegawai negeri sipil
daerah   yang   ditugaskan   kepala   daerah   melaksanakan   administrasi
penggunaan KKPD.

10. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri
sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna
KKPD.

11. Satuan Kelja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan  pada  Pemerintah  Daerah yang  melaksanakan  Pengelolaan
Keuangan Daerah.

12. Pengguna   Anggaran   yang   selanjutnya   disin9kat   PA   adalah   pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

13. Kuasa  PA  yang  selanjutnya  disin8kat  KPA  adalah  pejabat  yang  diberi
kuasa     untuk     melaksanakan     sebagian     kewenarigan     PA     dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
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14. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  PPKD
adalah kepala satuan kelja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

15. Bendahara Umum  Daerah yang  selanjuthya disingkat BUD adalah  PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD.

17. Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat  PPK-PD  adalah  pejabat yang  melaksanakan  fungsi  tata  usaha
keuangan pada Perangkat Daerah.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat  pada  unit  Perangkat  Daerah  yang  melaksanakan  1  (satu)  atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Bendahara  Pengeluaran  yang  selanjutnya  di  singkat  BP  adalah  pejabat
yang  ditunjuk  menerima,  menyimpan,  membayarkan,  menatausahakan,
dan  mempertanggungjawabkan  uang  untuk  keperluan  belanja  daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

20. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah
pejabat     yang     ditunjuk     menerima,      menyimpan,      membayarkan,
menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan  uang untuk keperluan
belanja  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD  pada  unit  Perangkat
Daerah.

21. Bank  Penerbit  KKPD  adalah  bank  yang  memfasilitasi  penerbitan  alat
pembayaran  berupa  Kartu  Kredit,  yang  dapat  dilakukan  sendiri  atau
melalui ken.a sama dengan bank lain.

22. Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPT-KKPD
adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nana pemegang
kartu,    nomor    kartu,    jenis    belanja    barang,    rincian    pengeluaran,
pembebanan  anggaran  dan jumlah  tagihan  yang  harus  dibayar  kepada
bank penerbit KKPD.

23. Uang Persediaan yang selanjutnya disin8kat UP adalah uang muka kelja
dalam  jumlah  tertentu  yang  diberikan  kepada  BP  untuk  membiayai
kegiatan  operasional  pada  Perangkat  Daerah  /unit  Perangkat  Daerah
dan/atau   untuk   membiayai   pengeluaran   yang   menurut   sifat   dan
tujuannya  tidak  mungkin  dilakukan   melalui  mekanisme   pembayaran
lan8sung.

24. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP
melalui transfer RKUD ke rekening BP.

25. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit)
kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakuhan dengan KKPD.

26. Surat   Permintaan   Pembayaran   Uang   Persediaan  yang   selanjutnya   di
singkat  SPP-UP  adalah  dokumen  yang  digunakan  untuk  mengajukan
permintaan pembayaran UP.

27. Surat  Perintah  Membayar  Uang  Persediaan  yang  selanjutnya  disingkat
SPM  UP  adalah  dokumen  yang  digunakan  untuk  menerbitkan   surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA Perangkat Daerah
yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanal sub kegiatan.
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28. Surat   Perintah   Membayar   Ganti   Uang   Persediaan   yang   selanjutnya
disingkat  SPM  GU  adalah  dokumen  yang  digunakan  untuk  penerbitan
surat  perintah  pencairan  dana  atas  beban  pengeluaran  DPA  Perangkat
Daerah  yang  dananya  dipergunakan  untuk  mengganti  UP  yang  telah
dibelanjakan.

29. Surat   Perintah   Pencairan   Dana   Uang   Persediaan   yang   selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

30. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan
kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.

31. Personaz  Jdent{/Ecat{on  JVItmber  yang   selanjutnya  disingkat   PIN   adalah
nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu
Kredit,  yang merupakan  suatu  kombinasi angka-angka yang dibuat oleh
komputer sebagai kode  sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan
Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.

32. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD-KKPD
adalah     surat     persetujuan     PA/KPA     untuk     pembayaran     belanja
menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.

33. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-prrcJrasi.rngl adalah
tata  cara  pembelian  barang/jasa  melalui  sistem  katalog  ele]ctronik  atau
toko daring.

34. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem
informasi     yang     memfasilitasi      Pengadaan     Barang/Jasa     melalui
penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

35. Katalog   Elektronik   adalah   sistem   informasi   elektronik  yang   memuat
informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam
Negeri  (TKDN),  produk dalam negeri,  produk Standar Nasional Indonesia
(SNI),  produk industri hijau,  negara asal,  harga,  Penyedia,  dan informasi
lainnya terkalt barang/jasa.

36. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PLSE
adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE).

BAB 11
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

( 1)  KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah
berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal
melalui mekanisme UP.

(2)  Penggunaan KKPD sebagalmana dinaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan
memperhatikan :
a.   Kemudahan  penggunaan  atau  fleksibilitas  kartu  dengan  jangkauan

pemakaian yang lebih luas;
b.   Transaksi  dapat  dilakukan  di  seluruh  penyedia  barang/jasa  yang

menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin ezecfronzc czatci
capture atau media dalam jaringan;
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c.   Keamanan     dalam     bertransaksi     dan     menghindari     teljadinya
penyimpangan atau flczzJd;

d.   Efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau jc!Ze cczsh,.
e.    Efisiensi    biaya    administrasi    transaksi    Pemerintah    Daerah    dari

penggunaan UP; dan
f.    Akuntabilitas  pembayaran  tagihan  daerah  dan  pembebanan  biaya

penggunaan UP KKPD.

BAR Ill
PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAII

Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 3

Dalam  penggunaan  UP  KKPD,   PPKD  selaku  BUD  mempunyai  tugas  dan
wewenang :
a.    Menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
b.   Melakukan     pembahasan     rancangan/draft    peljanjian     kelja     sama

Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
c.   Menandatangani  peljanjian  kelja  sama  dengan  pejabat  Bank  Penerbit

KKPD;
d.   Memberikan   rekomendasi   kepada   kepala   daerah   untuk   menetapkan

Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;
e.    Menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit

KKPD;
f.    Menerbitkan surat peljanjian penggunaan KKPD dengan pemegang KKPD;
9.    Menyerahkan  KKPD  kepada  Pemegang  KKPD  disertai  berita  acara  serah

terima KKPD dan surat peljarijian penggunaan KKPD;
h.   Menandatangani  berita  acara  serah  terima  KKPD  dan  surat  perjanjian

penggunaan  KKPD  setelah  terlebih  dahulu  dilakukan  penandatanganan
oleh Pemegang KKPD;

i.    Memberikan  persetujuan  atas  permintaan  kenaikan  limit  belanja  KKPD
dari Pemegang KKPD;

j.    Melakukan   penarikan   KKPD   karena   penyalahgunaan   atau   keadaan
tertentu;

k.   Menerbitkan  surat peringatan kepada Pemegang KKPD  dalam hal ten.adi
penyalahgunaan KKPD ;

1.    Memberikan   rekomendasi   kepada   kepala   daerah   atas   permohonan
perubahan proporsi besaran UP KKPD;

in.  Memberikan    persetujuan    sebagian    atau     seluruhnya    permohonan
dispensasi perubahan besaran UP;

n.   Menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran dengan KKPD;

o.   Memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan surat
teguran dan/ atau pemotongan besaran UP KKPD;

p.   Menerbitkan surat penarikan KKPD;
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q.   Menyampaikan   surat   penarikan   KKPD   kepada   Bank   Penerbit   KKPD
dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;

r.    Melakukari   pengawasan   secara   intemal   atas   kewajiban   pembayaran
tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;

s.   Menetapkan    standar    operasional    prosedur    terkait    norma    waktu
penggunaan,    penyelesaian    tagihan,    dan    pertanggungjawaban    KKPD
dengan belpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

t.    Melakukan   monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan   kelja   sama,   surat
persetujuan/perubahan  persetu].uan  besaran  UP  KKPD,   status  KKPD,
jumlah  dan  total  limit  KKPD  yang  disetujui  oleh  Bank  Penerbit  KKPD,
ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan

u.   Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  hasil  monitoring  dan  evaluasi
pelaksanaan  pembayaran  dengan  KKPD  secara  triwulanan,  semesteran
dari tahunan secara triwulanan kepada kepala daerah.

Bagian Kedua
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang :
a.   Menyiapkan surat peljanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
b.   Melakukan penelitian besaran/proporsi up KKPD;
c.    Menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah;
d.  Melakukan pencatatan pagu j.enis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP,

pagu   jenis   belanja   yang   bisa   dibayarkan   melalui   UP   KKPD,   dan
besaran/perubahan   besaran/perubahan   proporsi  UP   KKPD   ke   dalam
kartu pengawasan UP KKPD;

e.    Melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;
f.     Mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak

memenuhi persyaratan ;
9.    Menerbitkan sp2D GU KKPD;
h.   Melakukan   koordinasi   dengan   Perangkat   Daerah,   terkait   percepatan

penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
i.    Melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh pA/KPA;
j.    Menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembayaran menggunakan KKPD ;
k.   Meminta      PERANGKAT      DAERAH      untuk      melakukan      percepatan

penyampaian  laporan  dalam  hal  BUD  belum  menerima  laporan  hasil
monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan  pembayaran  dengan  KKPD  tingkat
Perangkat Daerah ;

I.    Menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD;

in.  Menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
n.   Menyiapkan  perubahan  surat  persetujuan  besaran  UP  KKPD  Perangkat

Daerah dalam hal dilaJoukan pemotongan besaran UP KKPD; dan
o.   Menyampalkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat

Daerah kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD
selaku BUD.
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Bagian Ketiga
PA

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang :
a.   Menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pemyataan UP;
b.   Menyampaikan  usulan  daftar  Pemegang  KKPD  dan  Administrator  KKPD

kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD;
c.   Menerbitkan surat pemyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian

SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d.   Mengajukan  surat  permohonan  perubahan  besaran  UP  KKPD  kepada

kepala daerah melalui PPKD selaku BUD;
e.    Melakukan pengujian terhadap :

1.   Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBD;

2.   Kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3.   Kebenaran perhitungan tagihan (e-bi.ZZI.rig) /Daftar Tagihan Sementara;
4.   Kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-

b{Zzjng) / Daftar Tagihan Sementara;
5.   Kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
6.   Kesesuaian    spesifikasi    teknis    dan    volume    barang/jasa    dalam

peljanjian/kontrak,     dokumen    serah    terima    barang/jasa,     dan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

f.    Mengesahkan sebagian/seluruhnya bu]cti-bulcti pengeluaran atas tagihan
yang dibayarkan dengan KKPD;

9.   Menolak  bukti-bukti  pengeluaran  atas  tagihan  yang  dibayarkan  dengan
KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi
ketentuan;

h.   Menerbitkan  DFT  KKPD  atas  bukti-bukti  pengeluaran  yang  memenuhi
ketentuan;

i.    Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa
Pengguna  KKPD   atas  bukti-bukti   pengeluaran  yang  tidak  memenuhi
ketentuan;

j.     Menerbitkan NPD KKPD;
k.   Menerbitkan   SPM-GU   KKPD   dan   menyampaikan   kepada   Kuasa   BUD

untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
I.    Melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

Bagian Keempat
KPA

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang :
a.   Mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA;
b.   Melakukan pengujian terhadap :

1.   Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBD;
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Kebenaran materiil dan perhi
Kebenaran perhitungan Tagih
Kesesuaian perhitungan anta
b{Z!€ng) / Daftar Tagihan Semen

5.   Kesesualan jenis belanja yang
6.   Kesesuaian    spesifikasi    te

ngan bukti-bukti pengeluaran ;
(e-bz.ZZ!.ng) / Daftar Tagihan Sementara;

a bukti pengeluaran dengan Tagihan  (e-
ra;
apat dibayarkan dengan KKPD; dan

is    dan    volume    barang/jasa    dalam
peljanjian/kontrak,     dokumen    serah     terima    barang/jasa,     dan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

c.    Mengesahkan  sebagian/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan
yang dibayarkan dengan KKPD;

d.   Menolak  bukti-bukti  pengeluaran  atas  tagihan  yang  dibayarkan  dengan
KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi
ketentuan;

e.    Menerbitkan  DPI`  KKPD  atas  bukti-bukti  pengeluaran  yang  memenuhi
ketentuan;

f.    Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa
Pengguna  KKPD   atas   bukti-bukti  pengeluaran  yang   tidak  memenuhi
ketentuan; dan

9.    Menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.

Bagian Kelima
PPTK

Pasal 7

(1)  Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang :
a.   Menerima  kuasa  penggunaan  KKPD  dari  PA/KPA  selaku  Pemegang

KKPD untuk melafukan belanja menggunakan KKPD;
b.   Mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan ariggaran

atas  beban   pengeluaran   pelaksanaan  kegiatan/sub   kegiatan  yang
menggunakan KKPD ;

c.    Membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan
d.   Menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri

dokumen  belanja  kepada  PA/KPA  melalui  PPK-   Perangkat  Daerah
/ PPK-unit Perangkat Daerah.

(2)  Dalam  melaksanakan  tugas  penggunaan  KKPD  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggungjawab kepada pemegang KKPD.

Bagian Keenam
PPK-Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit

Perangkat Daerah

Pasal 8

(1)  Dalam  penggunaan  UP  KKPD,  PPK  Perangkat  Daerah  mempunyai  tugas
dan wewenang :
a.   Melakukan  verifikasi  daftar  nominatif  belanja  menggunakan  KKPD

beserta dokumen pendukung;
b.    Menyiapkan DFT;
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c.    Menyiapkan NPD KKPD;
d.   Melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya yang

diajukan oleh BP;
e.    Menyiapkan SPM GU KKPD;
f.    Menyiapkan draft surat pemyataan tanggung jawab mutlak pA;
9.   Menerbitkan surat pemyataan verifikasi PPK Perangkat Daerah; dan
h.   Menyampalkan NPD  KKPD  dan  DPT KKPD yang telah ditandatangani

oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.
(2)  Dalam  penggunaan  UP  KKPD,  PPK  unit  Perangkat  Daerah  mempunyai

tugas dan wewenang :
a.   Melakukan  verifikasi  daftar  nominatif  belanja  menggunakan  KKPD

beserta dokumen pendukung;
b.    Menyiapkan DPT KKPD;
c.    Menyiapkan NPD KKPD; dan
d.   Menyampaikan NPD  KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani

oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.

Bagian Ketujuh
BP/BPP

Pasal 9

(1)  Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan wewenang :
a.   Menyampaikan kebutuhan UP KKPD Perangkat Daerah kepada PA;
b.   Melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP

KKPD  yang  dikelola  oleh  masing-masing  BPP  dalam  pengajuan  UP
dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD  Perangkat Daerah
ke PPKD selaku BUD;

c.    Melakukan pengujian :
1.    NPD KKPD dan DFT KKPD;
2.   Ketersediaan dana up KKPD, dan
3.   Penyusunan  daftar  pungutan/potongan  pajak/bukan  pajak  atas

tagihan dalam NPD KKPD.
d.   Menolak NPD KKPD dan DFT KKPD yang diajukan dan mengembalikan

kepada  PA  dalam  hal  NPD  KKPD  dan  DFT  KKPD  tidak  memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

e.    Mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui SPP-GU KKPD
kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan
NPD  KKPD  dan  DPT  KKPD  dari  KPA,  beserta  dokumen  pendukung
lainnya melalui PPK-Perangkat Daerah untuk dilakukan verifikasi;

f.    Menyiapkan draft surat pemyataan tanggungjawab mutlak pA;
9.    Melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BP

ke   rekening   Bank   Penerbit   KKPD   setelah   pencairan   dana   SP2D
diterima/ masuk ke rekening BP; dan

h.   Melakukan  pemindahbukuan  UP  KKPD  melalui  pendebitan  rekening
BP ke rekening masing-masing BPP.

(2)  Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan wewenang :
a.  Menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit Perarigkat Daerah kepada BP;
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b.   Melakukan pengujian:
1.    NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2.   Ketersediaan dana up KKPD.

c.    Menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan
kepada  KPA  dalam  hal  NPD  KKPD  dan  Dpr  KKPD  tidak  memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan ;

d.   Menyampaikan   NPD   KKPD   dan   DPT  KKPD  yang  telah  memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan

e.    Melakukan  pembayaran  tagihan  KKPD  melalui  pendebitan  rekening
BPP   ke   rekening   Bank   Penerbit   KKPD   setelah   dana   UP   KKPD
diterima/ masuk ke rekening BPP yang ditransfer oleh BP.

Bagian Kedelapan
Administrator KKPD

Pasal 10

Dalam  penggunaan  UP  KKPD,  Administrator  KKPD  mempunyal  tugas  dan
wewenang :
a.    Melakukan  aktivasi  KKPD  dan   request/aktivasi  PIN  KKPD  melalui  ccizz

cerifer/layanan pesan singkat (S7iorf Messczge Serulce) / sarana lainnya;
b.   Meminta  kenaikan  batasan  belanja  (limit)  KKPD  secara  sementara  atau

permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau
sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/ KPA;

c.    Menginformasikan  nilai  kenalkan  batasan  belanja  (limit)  KKPD,  periode
kenaikan  batasan  belanja  (limit)  KKPD,  selfa  nomor  dan  mama  KKPD
kepada  Bank  Penerbit  KKPD  dalam  hal  permintaan  kenaikan  batasan
belanja (limit) KKPD secara sementara;

d.   Menginformasikan  nilai  kenaikan  batasan  belanja  (limit)  KKPD,  periode
permanen,  serta  nomor  dan  mama  KKPD  kepada  Bank  Penerbit  KKPD
dalam  hal  permintaan  kenaikan  batasan  belanja  (limit)   KKPD   secara
permanen;

e.    Melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit)  KKPD secara
sementara   ke   batasan   belanja   (limit)   awal   setelah   periode   kenaikan
batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;

f.    Mengajukan  permintaan  pengembalian  batasan  belanja  (limit)  KKPD  ke
batasan  belanja  (limit)   awal  kepada  Bank  Penerbit  KKPD   dalaln  hal
batasan  belanja  (limit)   KKPD  yang  dinaikkan  secara  sementara  tidak
kembali ke batasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;

9.   Meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank
Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya
setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan

h.   Menginformasikan   nilai  keterlanjuran   pembayaran,   nomor  dan   nana
KKPD,  bukti-bukti  pembayaran/pemindahbukuan yang  sah,  dan  Nomor
Rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD
dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.
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BAB IV
UP KKPD

Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi UP

Pasal  1 1

(1)  UP sebagaimana dimaksud dalani Pasal 2 ayat (1) terdiri dari UP Tunai dan
UP KKPD.

(2)  UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP
yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.

(3)  Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.  UP Tunai sebesar 60°/o (enam puluh persen) dari besaran UP masing-

masing Perangkat Daerah; dan
b.   UP KKPD sebesar 40°/o (empat puluh person) dari besaran UP masing-

masing Perangkat Daerah.
c.  Pembayaran  secara  tunai  oleh  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu  dalam satu  periode  GU  tidak boleh  melebihi
nilai UP tunai Perangkat Daerah yang bersangkutan;

(4)  Proporsi   UP   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (3)   ditetapkan   dalam
keputusan Bupati.

Pasal 12

(1)  Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (3) huruf b
dapat  dilakukan  perubahan  sesuai  dengan  kebutuhan  penggunaan  UP
KKPD pada Perangkat Daerah.

(2)  Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD.

(3)  Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan lebih
dari 70% (tujuh puluh persen).

(4)  Penurunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)   tidak  diperbolehkan
kurang dari 30% (tiga puluh persen).

(5)  PA  mengajukan  perubahan  proporsi  UP  KKPD  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD.

(6)  PPKD  selaku  BUD  memberikan  pertimbangan  atas  usulan  perubahan
proporsi UP KKPD kepada kepala daerah.

(7)  Berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5),  kepala
daerah memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagalmana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (7) didasarkan atas:
a.  Perubahan kebijakan pelaksanaan belanja Perangkat Daerah;
b.  Perubahan  dalam  sistem  pembayaran  dengan  kanal  pembayaran  secara

elektronik; atau
c.  Kebutuhan lairmya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD.
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Pasal 14

Besaran  UP  KKPD  dihitung  dari  proporsi  UP  KKPD  sebagainana  dimaksud
dalam Pasal 1 1 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui
oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Bagian Kedua
Permintaan Uang Persediaan KKPD

Pasal 15

(1)  BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.
(2)  PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam surat pemyataan UP dan diajukan pada saat penyampalan SPM
UP Tunai kepada Kuasa BUD.

(3)  PA  menyampaikan  permohonan  persetujuan  UP  KKPD  yang  dilengkapi
dengan  surat  pemyataan  UP  kepada  PPKD  selaku  BUD  sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 16

(1)  Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  1 1  ayat (3)  atau perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  12  ayat (4)  setelah adanya penyampaian SPM UP,
PA mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD  kepada
PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD.

(2)  Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan :
a.   Surat pemyataan UP dari PA; dan
b.   Keputusan  kepala  daerah   mengenai  perubahan   besaran   UP  atau

proporsi UP KKPD.
(3)  Ketentuan  mengenai  format  surat  pemyataan  UP  dari  PA  sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (2)  tercantum  dalam  lampiran  11  yang  merupakan
bagian tidak teapisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1)  Berdasarkan    surat   pemyataan   UP   dan   keputusan    kepala   daerah
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  16  ayat  (2),  Kuasa BUD  melakukan
penelitian besaran UP KKPD.

(2)  Dalam   hal   besaran/proporsi   UP   KKPD   telah   memenuhi   ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (3)  dan  Pasal  12  ayat  (4),
PPKD  selaku  BUD  menerbitkan  surat  persetujuan  besaran  UP  KKPD
Perangkat Daerah.

(3)  Surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah diterbitkan paling
lambat   1   (satu)   hari   kelja   setelah   SPM   UP   dan/atau   permohonan
perubahan besaran UP KKPD Perangkat Daerah diterima oleh Kuasa BUD.
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(4)  Untuk  BP  yang  dibantu  oleh  beberapa  BPP,  pengajuan  UP  dan/atau
pengajuan  perubahan  besaran  UP  KKPD   Perangkat  Daerah  ke   PPKD
selaku  BUD  melalui Kuasa BUD  harus melampirkan daftar rincian yang
menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP.

(5)  Ketentuan   mengenai   format    surat   persetujuan   besaran    UP   KKPD
Perangkat  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)   sebagainana
tercantum dalam Lanpiran Ill Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 18

(1)  KKPD terdiri atas :
a.   Kartu  Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja

modal;
b.   Kartu Kredit untuk keperluan belanja peljalanan dinas.

(2)  Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a.   Belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
b.   Belanja pengadaan bahan makanan;
c.    Belanja barang untuk persediaan;
d.   Belanja sewa;
e.    Belanja pemeliharaan;
f.    Belanja bahan bakar kendaraan dinas;
9.    Belanja modal.

(3)  Belanja    barang    dan   jasa    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi.

(4)  Kartu   Kredit  untuk  keperluan   belan].a  peljalanan  dinas  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport,
penginapan, dan/atau sewa kendaraan.

(5)  Jenis  KKPD  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dan limit penggunaan
KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

( 1)  Penggunaan  KKPD  dapat dilakukan  melalui transaksi katalog elektronik,
toko     daring,     dan     PI,SE    yang     disediakan     oleh     lembaga    yang
menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  kebijakan  pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(2)  Total   batasan   limit  belanja  KKPD   pada  PERANGKAT  DAERAH   paling
banyak   sebesar   UP   KKPD   yang   telah   disetujui   PPKD   selaku   BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(3)  Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam  1  (satu)  tahun
tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.
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Bagian Keempat
Pemegang KKPD, Pelaksaria Kuasa Pengguna KKPD dan Administrator KKPD

Pasal 20

(1)  Pemegang   KKPD,   Pelaksana  Kuasa  Pengguna  dan/atau   Administrator
KKPD   merupakan   pejabat/pegawai   Perangkat   Daerah   yang   berstatus
pegawai negeri sipil daerah.

(2) Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan PA/KPA.
(3)  Pelaksana   Kuasa   Pengguna   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)

merupakan PPTK.
(4)  Administrator  KKPD  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan

BP/BPP.
(5)  Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan/atau   Administrator   KKPD   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (4)
berhalangan,    pegawai   yang   ditunjuk   melaksanakan   tugas   PA/KPA
dan/atau    melaksanakan    tugas    BP/BPP    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan     perundang-undangan,      sebagai     pemegang     KKPD     dan
Administrator KKPD.

BABV
PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD

Bagian Kesatu
Pep.anjian Kelja Sama

Pasal 2 1

(1)  PPKD   selaku   BUD   menunjuk  bank  yang  menjadi  penempatan  RKUD
sebagai   Bank   Penerbit   KKPD    sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

(2)  Bank  Penerbit  KKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan
bank yang sama dengan bank penempatan RKUD.

(3)  Berdasarkan  penunjukan  bank  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
PPKD  selaku BUD membuat peljanjian kelja sama dengan pejabat Bank
Penerbit KKPD.

(4)  Pen.anjian kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat :
a.    Definisi;
b.   Tujuan peljanjian kelja sama;
c.    Ruang lingkup pep.anjian kelja sama;
d.   Pagu  jenis  belanja  yang  bisa  dibayarkan  melalui  UP  dan  besaran

fasilitas kredit (crec!ft Zinc) Perangkat Daerah;
e.    Hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dari Bank Penerbit KKPD;
f.    Tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
9.   Jenis dan besaran biaya UTee), pajak-pajak;
h.   Penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
i.    Jangka waktu peljanj.ian;
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j.    Berakhimya dan akibat pengakhiran perianjian;
k.   Alamat dan wakil para pihak;
I.     Surat Referensi;
in.  Keadaan kahar urorce majeure); dan
n.   Kerahasiaan informasi/data.

(5)  Peljanjian ken.a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani
oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD.

Pasal 22

(1)  Dalam   hal   bank   penempatan   RKUD   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 21  ayat (2)  belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu  Kredit,
bank penempatan RKUD melakukan kelja sama dalam penerbitan KKPD
dengan  bank  umum  milik  negara  yang  telah  memperoleh  izin  sebagai
penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang.

(2)  Dalam   rangka   keq.a   sama  dengan   bank  umum   milik  negara   dalam
penyediaan KKPD sebagainana dimaksud pada ayat ( 1), bank penempatan
RKUD membuat peljanjian kelja sama dengan bank umum milik negara.

(3)  Peljanjian kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
memuat :
a.    Definisi;
b.   Tujuan pep.anjian kelja sama;
c.    Ruang lingkup peljanjian keq.a sama;
d.   Pagu  jenis  belanja  yang  bisa  dibayarkan  melalui  UP  dan  besaran

fasilitas kredit (crec!{t Zjrie) Perangkat Daerah;
e.    Hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan bank badan umum

milik negara Penerbit KKPD;
f.    Tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
9.   Jenis dan besaran biaya urge), pajak-pajak;
h.   Penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
i.    Jangka waktu peljanjian;
j.    Berakhimya dan akibat pengakhiran peljanjian;
k.   Alamat dan wakil para pihak;
I.     Surat Referensi;
in.  Keadaan kahar UTorlce majenre) ;
n.   Kerahasiaan informasi/data; dan
o.   Ketentuan penutup

(4)  Peljanjian kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani
oleh  pejabat  bank  penempatan  RKUD  dan  pejabat  bank  umum  milik
negara Penerbit KKPD;

(5)  Kelja salna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5
(lima)  tahun  atau  sesuai  dengan  kriteria yang  ditetapkan  oleh  I+embaga
yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.
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Bagian Kedua
Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

Pasal 23

( 1)  Berdasarkan pen.anjian kelja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat  (5),  PA  menyampalkan  Daftar  Usulan  Pemegang  KKPD  dan  Daftar
Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD.

(2)  Daftar  Usulan  Pemegang  KKPD  dan  Daftar  Usulan  Administrator  KKPD,
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat :
a.    Nama dan NIP pemegang KKPD;
b.   Tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD;
c.    Jabatan pemegang KKPD;
d.   Kewenangan pemegang KKPD;
e.    Batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing pemegang KKPD;
f.    Alamat surat elektronik pemegang KKPD;
9.    Nama dan NIP Administrator KKPD;
h.   Tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD;
i.    Jabatan Administrator KKPD; dan
j.    Alamat surat elektronik Administrator KKPD.

(3)  Usulan  Pemegang  KKPD  dan  Administr.ator  KKPD  disesuaikan  dengan
surat keputusan kepala daerah tentang penetapari PA,  KPA,  BP dan BPP
pada Perarigkat Daerah.

(4)  PPKD   selaku   BUD   menyiapkan   usulan   Daftar   Pemegang   KKPD   dan
Administrator KKPD disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan
dengan   keputusan   kepala   daerah,   dengan   forlnat   tercantum   dalam
Lampiran  IV   yang  merupakan  bagian  tidak texpisahkarl  dari  Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengajuan KKPD

Pasal 24

(1)  Berdasarkan  keputusan  kepala  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  23  ayat  (4),   PPKD  selaku  BUD  mengajukan  surat  permohonan
penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD.

(2)  Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,
dengan melampirkan :
a.    Surat Referensi dari pA/KPA;
b.   Formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;
c.    Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA;
d.    Fotokopi NPWP PA/KPA;
e.    SKPA;dan
f.    Surat keputusan kepala daerah tentang besaran up perangkat Daerah.

(3)  Ketentuan    mengenai    format    Surat    Permohonan    Penerbitan    KKPD
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),  dan  Surat Referensi  sebagalmana
dimaksud  pada  ayat  (2),  tercantum  dalam  I,ampiran  V  dan  VI  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat
Penerbitan KKPD

Pasal 25

(1)  Bank   Penerbit   KKPD   melakukan   verifikasi   surat   permohonan   yang
diajukan oleh PPKD  selaku  BUD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2).

(2)  Verifikasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    termasuk    untuk
persetujuan  pemberian  batasan  belanja  (Zini.fl  KKPD  yang  disesuaikan
dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat
keputusan kepala daerah tentang besaran UP Perangkat Daerah.

(3)  Verifikasi   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   dan   ayat   (2)   selesai
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kelja setelah surat permohonan
penerbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD.

(4)  Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi,
Bank Penerbit KKPD menerbitkan :
a.    KKPD;
b.   Rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
c.   Tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD.

(5)  Penerbitan   KKPD,   rekapitulasi   dan   tanda  terima   KKPD   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  dilakukan  paling  lambat  6  (enam)  hari  kelja
setelah hasil verifikasi terpenuhi.

(6)  Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling
lambat 1 (satu) hari kelja setelah KKPD diterbitkan.

Pasal 26

(1)  Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)  dan
ayat  (2)  tidak  terpenuhi,  Bank  Penerbit  KKPD  menolak  sebagian  atau
seluruh   permohonan   penerbitan   KKPD   dengan   menyampaikan   surat
pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD.

(2)  Penyampaian   surat  pemberitahuan   penolakan   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)   disalnpaikan  paling  lalnbat   1   (satu)   hari  kelja  setelah
berakhimya proses verifikasi.

(3)  PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan permohonan
penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD
untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Bagian Kelima
Aktivasi dan Penggunaan KKPD

Pasal 27

(1)  Pemegang   KKPD   menggunakan   KKPD   sesuai   dengan   kewenangannya
setelah  terlebih  dahulu  dilakukan  aktivasi  kartu  dan  PIN  KKPD  untuk
pertana kali.
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(2)  Aktivasi   KKPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   oleh
Administrator  KKPD  atau  masing-masing  Pemegang  KKPD  melalui  cazz
cerLter/1ayanan pesan singkat (Short Messczge Serz/ire) / sarana lainnya.

(3)  Request/aktivasi   PIN   KKPD   dilakukan   oleh   Administrator  KKPD   atau
masing-masing Pemegang KKPD melalui cclzz center/1ayanan pesan singkat
( Short Message Serulce) / sarana lainnya.

Pasal 28

(1)  Setelah  aktivasi  kartu  dan  PIN  selesai  dilakukan,  status  KKPD  secara
otomatis aktif dan slap digunakan.

(2)  Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
pembayaran  belanja  barang  dan jasa  serta  belanja  modal  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 29

(1)  Pemegang KKPD  membubuhkan  tanda tangan pada kolom tanda tangan
(sz.gncrfure pcmeo yang terdapat pada bagian belakang KKPD.

(2)  Pemegang  KKPD  wajib  merahasiakan  nomor kartu,  PIN,  Cc{7ld  Verl:ficcttton
Vczzue (CVV) dan nasa berlaku KKPD.

(3)  Secara  periodik  Pemegang  KKPD  aktif  memeriksa  kondisi  dan  rincian
transaksi   KKPD   untuk   memastikan   tidak   terdapat   transaksi   yang
salah/tidak diakui (czispttte).

(4)  Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang
memberikan  informasi  mengenai  data  diri  dan  transaksi  KKPD  kepada
siapapun.

(5)  Dalam    hal    KKPD    digunakan    untuk    transaksi,    Pemegang    KKPD
mengutamakan  pembelian  barang/jasa  yang  merupakan  produk  dalam
ne8eri.

(6)  Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang
KKPD      dapat      mengajukan      permohonan      penonaktifl{an      kepada
Administrator KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagian Kesatu
Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 30

(1)  Pelaksana   Kuasa   Pengguna   mengumpulkan   dokumen   belanja   yang
menggunakan KKPD berupa :
a.   Tagihan (e-bz.!Zjng) / Daftar Tagihan sementara;
b.   Surat              tugas/undangan              rapat/ surat              peljalanan

dinas / peljanjian / kontrak; dan
c.    Bukti-bukti pengeluaran.
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(2)  Daftar  Tagihan  Sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang
dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD , memuat informasi
a.    Nama pemegang KKPD;
b.    Nomor KKPD (accottnt rittmber);
c.   Tanggal cetak Daftar Tagihan sementara;
d.   Tanggal transaksi (tronsacfron c!ate);
e.    Tanggal pembukuan tr7osti.7ig c!c{te) ;
f.     Keterangan (czescrrption);
9.    Nilai transaksi (tzmourLfs); dan
h.   Sub total tagihan.

(3)  Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam  Lampiran  VII  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

(4)  Bukti-bukti  pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c
meliputi     bukti     pembelian/pembayaran     sesuai     dengan     peraturan
perundang-undangan.

(5)  Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPTK selaku
pelaksana   pengguna   KKPD   membuat   daftar   pengeluaran   riil   belanja
menggunakan KKPD.

(6)  Daftar    pengeluaran    riil    belanja    menggunakan    KKPD    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (5)  sesuai  dengan  format  sebagaimana  tercantum
dalam  Lampiran  VIII  yang  merupakan  bagian  tidak  teapisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 3 1

(1)  PFTK  selaku   pelaksana  kuasa  pengguna  KKPD  menyampaikan  daftar
pengeluarari  riil  belanja  menggunakan  KKPD  dilampiri  dokumen  belanja
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  kepada  PA/KPA melalui
PPK-Perangkat Daerah/PPK-unit Perangkat Daerah paling lambat 2  (dua)
hari  kelja  setelah  tagihan  (e-b#Z{ng//Daftar  Tagihan  Sementara  diterima
dari Bank Penerbit KKPD.

(2)  Berdasarkan  daftar pengeluaran riil belan].a menggunakan  KKPD  beserta
dokumen     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1),     PPK-Perangkat
Daerah/ PPK-unit Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap :
a.   Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBD;
b.   Kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
c.    Kebenaran  perhitungan  Tagihan  (e-bi.ZZ{ng)/Daftar  Tagihan  Sementara

termasuk memperhitun8kan kewajiban penerima pembayaran kepada
Pemerintah Daerah ;

d.   Kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-
b£ZZ€ng) / Daftar Tagihan Sementara;

e.    Kesesualan jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
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f.    Kesesuaian    spesifikasi    teknis    dan    volume    barang/jasa    dalam
peljanjian/kontrak,     dokumen    serah    terima    barang/jasa,     dan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

(3)  Berdasarkan  hasil  verifikasi,  PPK-Perangkat  Daerah/PPK  unit  Perangkat
Daerah menyiapkan NPD KKPD dengan dilampiri DPT KKPD  serta bukti-
bukti pengeluaran untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA untuk
ditandatangani dan disahkan.

(4)  NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
a.   Tanggal dan nomor NPD KKPD;
b.   Jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan;
c.    Nomor rekening Bank penerbit KKPD;
d.   Peruntukkan pembayaran; dan
e.    Dasar pembayaran;
f.    Pembebanan anggaran; dan
9.   Tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NPD KKPD.

(5)  NPD   KKPD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   tercantum   dalam
Lampiran  IX  yang  merupakan  bagian  tidak  texpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

(6)  PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan
DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dan menandatangani NPD
KKPD.

(7)  Dpr  KKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dibuat  sesuai  dengan
format  tercantum  dalam   Lampiran  X  yang  merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1)  Dalam   hal   terdapat   bukti-bukti   pengeluaran   yang   tidak   memenuhi
ketentuan,  PPK-Perangkat  Daerah/PPK  unit  Perangkat  Daerah  menolak
bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan disampaikan kepada PFTK selaku
pelaksana kuasa pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan
paling  lambat  3  (tiga)  hari  kelja  setelah  daftar  pengeluaran  riil  belanja
menggunakan KKPD diterima.

(2)  PPI`K    selaku    pelaksana   kuasa   pengguna   KKPD    memperbaiki   dan
melengkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dan
menyampaikan     kembali     kepada     PA/KPA     melalui     PPK-Perangkat
Daerah/ PPK unit Perangkat Daerah untuk proses verifikasi lebih lanjut.

(3)  Surat  pemberitahuan  penolakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dibuat   sesuai   dengan   format   tercantum   dalam   Lanpiran   XI   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPI` KKPD dan bukti-bukti
pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (4) kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari keria setelah diterbitkan
dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.
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Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dana

Pasal 34

(1)  Berdasarkan   NPD   KKPD   yang   dilalnpiri   DPT   KKPD   dan   bukti-bukti
pengeluaran  belanj.a yang  telah  disahkan  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 33, BP/BPP melakukan :
a.    Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;
b.   Pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan
c.   Penyusunan   daftar   pungutan/potongan   pajak/bukan   pajak   atas

tagihan dalam NPD KKPD.
(2)  Pengujian  atas  NPD  KKPD  dan  DPT  KKPD  sebagaimana dimaksud  pada

ayat (1) huruf a, meliputi :
a.   Penelitian  kelengkapan  perintah  pembayaran  yang  diterbitkan  oleh

PAJRTPA:,
b.   Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :

1)   Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2)   Nilai tagihan yang harus dibayar;
3)   Jadwal waktu pembayaran; dan
4)   Ketersediaan dana yang bersangkutan.

c.   Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan

d.   Pemeriksaan   dan   pengujian   ketepatan   penggunaan   kode   rekening
anggaran atas pengeluaran.

(3)  Dalam   hal   pengujian   NPD   KKPD   dan   DPT   KKPD   telah   memenuhi
persyaratan,   BPP   menyampalkan   NPD   KKPD   dan   DPT   KKPD   yang
diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk pengajuan permintaan penggantian
UP KKPD kepada PA.

(4)  Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan Dpr KKPD yang diterbitkan PA
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang
diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , BP mengajukan
permintaan penggantian UP KKPD kepada PA.

(5)  Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)  dilakukan paling lalnbat 2  (dua)  hari kelja sejak NPD KKPD dan
DPI` KKPD diterima.

(6)  Dalam  hal  berdasarkan  pengujian,   NPD  KKPD   dan  Dpr  KKPD   tidak
memenuhi  persyaratan  untuk  dibayarkan,  BP/BPP  menolak  NPD  KKPD
dan  DPT  KKPD  yang  diajukan  dan  mengembalikan  kepada  PP'I`K  paling
lambat 2 (dua) hari keria sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.
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Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD

Pasal 35

Permintaan  penggantian  UP  KKPD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34
ayat (4) dilakukan dengan mengajukan SPP-GU KKPD kepada PA melalui PPK-
Perangkat Daerah yang dilampiri  NPD  KKPD  dan  Dpr KKPD  serta dokumen
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

( 1)  PPK-Perangkat Daerah melakuhan verifikasi dokumen SPP-GU KKPD yang
disampaikan BP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Berdasarkan   hasil   verifikasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dokumen  SPP-GU   KKPD  dinyatakan  lengkap  dan  sah,   PPK-Perangkat
Daerah menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draft Surat Peryataan
Tanggung   Jawab   Mutlak   PA   dan   Surat   Pemyataan   Verifikasi   PPK-
Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.

(3)  Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  dokumen  SPP-GU  KKPD  dinyatakan  belum  lengkap,  PPK-Perangkat
Daerah mengembalikan kepada BP untuk dilengkapi paling lambat ( 1) hari
kelja setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima.

Pasal 37

(1)  PA menerbitkan  SPM  GU  KKPD  dan  menyampaikan  kepada Kuasa BUD
untuk penerbitan SP2D  GU  KKPD paling lambat 2  (dua)  hari ken.a sejak
dokumen SPP-GU KKPD diterima secara lengkap.

(2)  SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
a.   Surat pemyataan tanggungjawab mutlak PA; dan
b.   Surat pemyataan verifkasi PPK-Perangkat Daerah.

Pasal 38

(1)  Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Berdasarkan   hasil   verifikasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dokumen  SPM  GU  KKPD  dinyatakan  lengkap,  Kuasa  BUD  menerbitkan
SP2D GU KKPD paling lambat 2  (dua)  hari kelja sejak dokumen SPM GU
KKPD diterima secara lengkap.

(3)  Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   dokumen   SPM  GU   KKPD   belum  dinyatahan  lengkap,   Kuasa  BUD
mengembalikan dokumen SPM GU KKPD kepada PA paling lambat 1 (satu)
hari kelja sejak diterima dokumen SPM GU KKPD.
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Bagian Kelima
Pembayaran Tagihan KKPD

Pasal 39

( 1)  BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BP
ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2  (dua)  hari kelja setelah
pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP.

(2)  Dalam hal pada PERANGKAT DAERAH terdapat BPP, pendebitan rekening
BP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1  (satu) hari ken.a setelah
pencairan dana SP2D-UP KKPD diterima/masuk ke rekening BP.

(3)  BPP  melakukan  pembayaran  tagihan  KKPD  melalui pendebitan  rekening
BPP  ke  rekening  Bank  Penerbit  KKPD  paling  lambat  1  (satu)  hari  ker].a
setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP.

(4)  Pendebitan  rekening  BP/BPP  dilakukan  sejumlah  tagihan  yang  harus
dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD.

(5)  Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan :
a.   Layanan perbankan secara elektronik; dan
b.   Cek/bilyet giro.

(6)  Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a berupa :
a.   internet banking., ateLn
b.   Kartu debit.

(7)  Biaya  yang   timbul   akibat  pendebitan   rekening  penggunaan   I,ayanan
Perbankan    Secara    Elektronik   dari    Rekening   BP/BPP   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dibebankan  pada  DPA  Perangkat
Daerah berkenaan.

Pasal 40

(1)  Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh Perangkat
Daerah   paling   singkat    1    (satu)   bulan   sejak   tanggal   jatuh   tempo
pembayaran,   Bank  Penerbit  KKPD  menyampaikan  laporan   tunggakan
tagihan   KKPD   kepada   Perangkat   Daerah   yang   bersangkutan   dan
ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

(2)  Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,
PPKD sela]ni BUD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(3)  Koordinasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dilakukan   untuk
mengklarifikasi,     menghimbau     dan     mendorong    Perangkat     Daerah
melakukan percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan.

(4)  Perangkat   Daerah   harus   menyelesaikan   tagihan   KKPD   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  paling  lalnbat  1  (satu)  bulan  sejak  koordinasi
dilakukan dengan PPKD selaku BUD.

Pasal 4 1

( 1)  Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang melebihi
tagihan / haknya merupakan keterlanjuran pembayaran.
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(2)  Keterlanjuran  pembayarari  harus  disetorkan  kembali  oleh  Bank  Penerbit
KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali.

(3)  Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan oleh
Adminintrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik
dan/atau  sarana  tercepat  lainnya  setelah  mendapat  persetujuan  dari
PAIRTPA.

(4)  Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) , Administrator KKPD harus menginformasikan :
a.   Nilai keterlanjuran pembayaran;
b.   Nomor dan nana KKPD;
c.   Bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah; dan
d.   Nomor  rekening  BP/BPP  untuk  penyetoran  kembali  atas  kelebihan

pembayaran tagihan dari Bank Penerbit KKPD.
(5)  Dalam   hal   informasi   permintaan   penyetoran   kembali   sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Bank Penerbit KKPD
melakukan  penyetoran  kembali  ke  rekening  BP/BPP  dan/atau  rekening
yang   ditunjuk   paling   lambat   5   (lima)   hari   kerja   setelah   pengajuan
permintaan penyetoran kembali oleh Administrator KKPD.

(6)  Dalam  hal  informasi  permintaan  penyetoran  kembali  tidak  terpenuhi,
Bank Penerbit KKPD memberitahukan kepada Administrator KKPD untuk
memperbaiki permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Pasal 42

(1)  Bank   Penerbit   KKPD    membebaskan    Perangkat   Daerah   dari   biaya
penggunaan KKPD, meliputi :
a.   Biaya keanggotaan (membersJrip/ee);
b.   Biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan e-bcmfu.ng,.
c.   Biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
d.   Biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak;
e.    Biaya penggantian PIN;
i.    B±aya cony billing statemerit.,
9.   Biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
h.   Biaya keterlambatan pembayaran;
i.    Biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan
j.    Biaya penggunaan  fasilitas  drxporf  Zounge yang  bekelja  salna  dengan

KKPD.

(2)  Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya
materai.

(3)  Pengaturan  biaya  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dan  ayat  (2)
dituangkan dalam peljanjian ker).a sama penggunaan KKPD antara PPKD
selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.
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BAB VIII
PENARIKAN KKPD

Pasal 43

(1)  PPKD  selaku  BUD  menerbitkan  surat  peringatan  dan  surat  penarikan
KKPD  kepada  Pemegang  KKPD  dalam  hal  teljadi  penyalahgunaan  atau
atas keadaan tertentu.

(2)  Penyalahgunaan  KKPD  sebagaimaria dimaksud pada  ayat (1)  antara lain
sebagai berikut :
1.   Penggunaan KKPD untuk pembayaran selaln belanja operasional serta

belanja modal dan belanja peljalanan dinas jabatan.
2.   Penggunaan KKPD untuk pembayaran belanja operasional dan belanja

modal tidak  sesuai dengan  spesifikasi teknis yang disebutkan  dalam
dokumen   penerimaan  barang/jasa  dengan   spesifikasi  teknis  yang
disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan.

3.   Manipulasi  data  antara  tagihan  (e-b#Z€ng)/Daftar  Tagihan  Sementara
dengan bukti-bukti pengeluaran.

4.   Penarikan uang secara tunai.
(3)  Keadaan  tertentu  pemegang  KKPD  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)

antara lain sebagal berikut :
1.   Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2.   Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3.   Sakit berkepanjangan.
4.   Meninggal dunia.
5.   Tugas belajar.
6.   Mutasi/berpindah tempat kelja.

(4)  Surat Peringatan dan Surat Penarikan sebagalmana dimaksud pada ayat
(1)  tercantum dalam Lampiran XII dan XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

( 1)  Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berkala.

(2)  Monitoring dan  evaluasi sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan
untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Monitoring    dan    evaluasi    sebagalmana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD.
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BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

(1)  Bank penempatan  RKUD  berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang
mengeluarkan  izin  penerbitan  Kartu  Kredit  dalam  rangka  percepatan
kemandirian dalam mnerbitkan KKPD,

(2)  Pemrosesan  transaksi  dan  penyelenggaraan  KKPD  dilakukan  oleh  bank
dan/atau  pihak terkait  dengan  memperhatikan  pengaturan  kartu  kredit
sebagai  alat pembayaran  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  otoritas  di
bidang sistem pembayaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   dapat   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sukanara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal  2&   MARGr £424

p„#ARA'

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal    &&  MARBT &0£4

SEKRETARIS DAERAH

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH RABUPATEN SURAMARA TAHUN 2024 NOMOR  /9
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LAMPIEN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PENY E LE NGGARAAN         KARTU
KRE D IT       PEME R I NTAH       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RANG KA
PE LAKS ANAAN                              AN G GARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT pERMOHONABi pERSETuunN up KKPD

HOP SURAT

Sukanara,.............................

Nomor
Sifat
IJampiran
Hal Permohonan Persetujuan UP KKPD

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
di
Tempat

Sehubungan  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  .........  Tahun  ......  tentang
Tata  Cara  Penggunaan  dan  Penyelenggaraan  Kardi  Kredit  Pemerintah  Kabupaten
Sukamara  Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
bersama  ini  kami  mengajukan  pemohonan  persetujuan  UP  KKPD  sebagaimana
rincian dibawah ini :

No.

Besaran UP
Jenis UP

Proporsi UP Tunal dan
PE-GRIT UP KRTD

DAERAII / Peru,bahan Besaran a/o Nilai UP
uP pERAnGIIAT DAERAII

1. Thai
2. EunD

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Pemyataan
UP sebagaimana lampiran surat ini.

Demihian  pemiohonan  ini  kami  sampaikan,   atas  perhatian  dan  kelja
samanya kami ucapkan terima kasih.

Pengguna inggaran ,

Nana
Pan8hat/colongap

HIP.

Pj. BUPATI SUKAMARA,D-
RASPINOR
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI SURAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN        pE rvELEN G GARAAN        RARTu
KRE DIT       PEM E RI NTAII       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RANG RA
PE LAKS ANAAN                              ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP

HOP SURAT

SURAT pERNyATAAN uA)rG PERSEDIAAN
Nomor  :  ® , , , , , , , , , , , , , , , , ® , , , , , , , , , , , ,

Sehubungan dengan penga].uan Uang Persediaan (UP), yang bertandatangan di bawah
ini:
1.   Nana
2.   Jabatan                                     Pengguna Anggaran (PA)
3.   Perangkat Daerah

dengan ini menyatakan bahwa :

1.   Besaran  UP  Perangkat  Daerah  yang  diajukan  untuk  Tahun  Anggaran  ..........
adalah sebagai berikut :

NO. U- JruMLAH (Rp.)

1. Pagu DPA Perangkat Daerah
2. Pagu   Jeris   Belanja   yang   dapat   dibayarkan

melalui UP dalam 1 Tahun
3. Pagu   Jenis   Belanja   yang   dapat   dibayarkan

melalui UP Tunai dalam 1 Tahun
4. Pagu   Jenis   Belan].a   yang   dapat   dibayarkan

melalui UP KKPD dalam 1 Tahun
5. Besaran UP Perangkat Daerah
6. Besaran UP Tunai atau  Perubahan Besaran UP

Tunai (60°/o) /Perubahan Proporsi UP Tunai
7. Besaran UP KKPD  atau  Perubahan Besaran UP

KKPD (400/o| /Perubahan Proporsi UP KKPD

2.   UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai pengadaan barang
dan jasa serta belanja modal Perangkat Daerah dan/atau membiayai pengeluaran
yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.

3.   Mematuhi  besaran  UP  Tunai/perubahan  besaran  UP  Tunai  serta  besaran  UP
KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui oleh PPKD selaku BUD
dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang te]ah ditetapkan.
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Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya.

Sukamara,.....................
Pengguna Anggaran ,

Nana
Panghat/Golongan

NIP.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

RASPIHOR
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LAMPIRAN Ill
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NY E LE N G GARAAN         KARTU
KRE D IT       PE ME RINTAII       KAB U PATEN
S U KAMARA              DALAM              RAN GKA
PELAKS ANAAN                              AN GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

FORMAT SURAT
PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

KKPD PERANGKAT DAERAII

HOP SURAT

Sukamara,.............................

Nomor
Sifat
Lampiran    :
Hal               :  Persetujuan Besaran up KHPD PERANGKAT DAERAEI

Yth. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . .
di
Tempat

1.    Dasar:
a.   Peraturan Bupati  Nomor. . . . .Tahun. . . . tentang tentang Tata  Cara Penggunaan

dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Sukamara Dalam
Rang]ra Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.   Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan besaran UP Perangkat Daerah;
c.   Surat     Permohonan     Peruhahan     Besaran     UP     dari     PA     Perangkat

Daerah. . . . Nomor. . . . tanggal . . . .  ; dan
d.   Surat pemyataan up dari pA perangkat Daerah. . . . Nomor. . . . tanggal. . . .

2.   Sehubungan dengan butir  1  tersebut di atas,  dengan ini diberikan persetujuan
besaran UP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

NO. URAIAV druunAH (Rp.)

1. Pagu DPA Perangkat Daerah
2. Pagu   Jenis   Belanja   yang   dapat   dibayarkan

melalui UP dalam 1 Tahun
3. Pagu   Jenis   belanja   yang   dapat   dibayarkan

melalui UP KKPD dalam 1 tahun
4. Besaran UP Perangkat Daerah
5. Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran UP

KKPD |40°/o) /Perubahan PToporsi UP KKPD

3.   UP  tersebut dipergunakan  untuk  keperluan  membiayal  pengadaan  barang  dan
jasa  serta  belanja  modal  Perangkat  Daerah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   kode  Perangkat
Daerah                                    atas  beban DPA TA  ................  Nomor.........                  .......
tanggal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran
yang menurut ketentuan hanis dilakulran dengan Pembayaran Langsung (LS).

4.   UP  KKPD  merupakan  uang muka kelja yang diberikan  dalam  bentuk  batasan
belanja  (limit)  kredit  kepada  BP/BPP  yang  penggunaannya  dilakukan  dengan
KKPD.
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5.   Total  batasan  belanja  (lrfut)  UP KKPD  untuk masing-masing Perangkat Daerah
adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui.

6.   Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah ditetapkan
dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

7.   Tata   cara   pencairan,    pembayaran,   penggunaan,   pertanggungjawaban   dan
pelaporan dengan KKPD  dalaln  rangka Penggunaan UP agar berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor .......... Tahun ........... tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten  Sukamara Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala PPKD Selaku BUD,

Nana
Panghat/Golongan

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.   Bupati sukanara sebagai laporan
2.   Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng

Pj. BUPATI SUKAMARA,

D
RASPINOR
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NY ELEN a GARAAN         KARTU
KRE D IT       PEM E RINTArl       KAB u PATE N
S U KAMARA              DALAM              RAN G KA
PE LAKS ANAAN                              ANG GARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

FORMAT SURAT USULAN PEMEGANG KKPD DAN ADMISTRATOR KKPD

HOP SURAT

Sukamara,.............................

Nomor
Sifat
Lampiran    :
Hal              :  Permintaan usulan pemegang KKPD dan Admistrator KKPD

Yth. Kepala Satuan Kelja Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23  ayat  1  Peraturan Bupati
Nomor . . . . . . Tahun . . . . . . . . . . Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu
Kredit  Pemerintah  Kabupaten   Sukamara  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  menyebut]ran  bahwa,  PA  menyampaikan  Daftar
Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku
BUD.

Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut  diatas  diminta  kepada  kepala
Perangkat Daerah untuk menyampalkan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Usulan
Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD, dengan format sebagai berikut.

No. Nana dan
Tempatdan

Jabatan
KewenadquPeme8ngKKPD BatasBelanja AlamatSuratEleltronik

HIP Tan8galLahir -DlRp.)
I 2 3 4 5 6 7

1. PAITseA.
Peme8an8KKPD

2. BP/BPP AdministratorKKPD

Daftar    usulan    tersebut    disampaikan    kepada    BPKAD    cq.     Bidang
Perbendaharaan selanbat-1ambatnya tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demi]dan hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan keljasama yang baik
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara,

PPKD Selaku BUD,

nana
Pangivt/Golongan

HD.
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Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.   Bupati Sukamara (Sebagai Laporan).
2.   Sekretaris Daerah Kabupaten sukamara.
3.   Inspektur Kabupaten sukanara.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

KASPINOR
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NI E LE N G CIARAAN         KARTU
KRE DIT       PE MERI NTAII       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RAN G KA
PE LAKS ANAAN                              ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERIVIOHONAN
PENERBITAN KKPD KEPADA BANK PEREREIT KKPD

HOP SURAT

Sukamara,.............................

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Permohonan Penerbitan KKPD

Yth. Pimpinan FT. Bank Pembangunan Kalteng
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor ....... Tahun ......
tentang   Tata   Cara   Penggunaan   dan   Penyelenggaraan  Karful   Kredit  Pemerintah
Kabupaten Sukamara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menerbitkan KKPD dalam
rangka   penggunaan   Uang   Persediaan   Perangkat   Daerah   ...........................   Kode
Perangkat Daerah  ...........................  dengan total batasan belanja  (linit)  KKPD yang
diajukan  sebesar Rp ...........................  (  .........................................  ).

Adapun    pagu    DPA    Perangkat    Daerah    .............    TA    ...........    Nomor
DPA     ..........................,     sebesar    Rp ...............     ( ................. )     dan    Becaran    Uang
Persediaan sebesar Rp .................  ( ....................... ).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
a.   Surat referensi;
b.   F`ormulir aplikasi KKPD dari bank;
c.   Fotokopi Karfu Tanda penduduk yang masih berlaku;
d.    Fotokopi NPWP;
e.   F`otokopi surat keputusan tentang besaran UP Peran8kat Daerah; dan
f.    F`otokopi surat keputusan penunjukhan pA/KPA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kelja samanya diucapkan
terima kasih.

Hormat Karfu
PPKD SelaJou BUD,

Materai Rp.  10.000,00

Nana
Panghat/GoloDgan

NIP.
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.    Bupati sukamara sebagai laporan pjrdupg='

RASPINOR
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR   19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NYELE N G GARAAN         KARTU
KRE DIT       PE M E RI NTAII       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RAN G KA
PELAKS ANAAN                               AN GCIARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

FORmT SURAT REFEREITsl

HOP SURAT

Sukamara,.............................

Nomor
Sifat
Lampiran    :
Hal                :  pong?g.uan KKPD

Yth. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng
di
Tempat

Merujuk  Perjanjian  Kelja  Sama  antara  FT.  Bank  Pembangunan  Kalteng
dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomor   :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   tanggal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,   dengan   ini   kani   mengajukan
permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nana-nana sebagai berikut :

NO. NanA TGL LrmR •ABA:Hrm JENIS-qu BATAsiENBEENJA(LmlT)

Adapun   pejabat/pegawai   tersebut  diatas   kani   rekomendasikan   untuk
mendapatkan  KKPD  yang  pembayararmya  ditanggung  sepenuhnya  oleh  Perangkat
Daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban
APBD.

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KKPD untuk
Perangkat  Daerah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  maka  Administrator  KKPD  yang  kami  tunjuk
adalah :

Nana
Jabatan
Telepon/Fax         :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email

Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran   (KPA)   untuk   menyampaikan   kenaikan  batasan
belanja (limit) KKPD secara sementara/permanen.
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Demihian  kami  sampaikan,  atas perhatian  dan kelja  samanya diucapkan
terima kasih.

Hormat Kani

PPKD Selaku BUD,

Materai Rp.  10.000,00

Hama
Panghat/Goloqqu

HIP.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

+E
RASPINOR
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NYELE N G GARAAN         KARTU
KRE DIT       PE M E RI NTAII       KAB U PATEN
S U KAMARA              DALAM              RANGKA
PE LAKS ANAAN                              AN G GARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI1

FORMAT DAF`TAR TAGIIIAN SEMENTARA KKPD

HOP SURAT

DAF`TAR TAGIHAN SBMEHTARA KIDD
BANK ... (PEREREIT KKPD|

NO, RTana Nomor Tanggiv Tapgiv Tapgiv Nflai SubTotal
KeteraPeme8an C- Pembuhi-D si si Tgivan ngr8-D rs an

TOTAL

Sukamara,.............................

PFTK sela]nl pelaksana pengguna KRED ,NIP....................................

Pj. BUPATI SUKAMARA,Ji+
KASPINOR
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LAMPIEN VIII
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PENIELE NGGARAAN         KARTU
KRE D IT       PE ME RI NTAII       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RAN GKA
PE LAKSANAAN                              AN GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT DAF`TAR PENGELUARAN RIIL
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA 8ELANJA MODAL

DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

HOP SURAT

DAE`TAR pENGELUARAn RIIL pEMBAyARAN PENGADAAIN BARAHG DAN dASA
SERTA BELANJ[A MODAL DENGAN MENGGUNAKAlr KlpD

Yang bertandatangan di bawah iri :
Nana
NIP
Pangkat/Gol.  Ruang          :    .................................................
Jabatan
Perangkat Daerah
Nomor ERTD

Berdasarkan  pembayaran  dengan  KKPD  dalam  rangka  penggunaan  UP,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1.   Rincian pengeluaran riil pembayaran pengadaan  barang dan jasa serta belanja

modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut :

No, UraianPengd-
JenisBelanjaBarangdan

Era,/n

Jheuhah
EL EndeJmn RA EmeJeta RAeOneI Ende

ine

th ThIJasa/ e e Efro Sde
Modal SfroKe8iStan REmpeI inOneI REianOtbeI

Total

2.   Jumlah  uang  tersebut  pada  angka  1  di  atas  benar-benar  dikeluarkan  untuk
pembayaran-pembayaran   pengadaan   barang   dan  jasa   serta   belanja   modal
Perangkat  Daerah  dengan  menggunakan  KKPD  dan  apabila  di  kemudian  hari
terdapat   kelebihan   atas   pembayaran,   kami   bersedia   untuk   menyetorkan
kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
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Demi]dan    pemyataan    ini    kami    buat    dengan    sebenamya,    untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara,........................

PFTK Selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD,

Nana
Panghat/Golongan

NIP.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

KASPINOR
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NI ELENGGARAAN         KARTU
KRED IT       PE M E RI NTAII       KAB U FATE N
S U KAMARA              DALAM              RAN G KA
PE LAKSANAAN                              AN GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

FORMAT DAF`TAR PEAVGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALARTAN DINAS
JABATAN DERTGAN MENGGURTAKAN KKPD

HOP SURAT

DAF'rAR PENGELUARAN RIIL REGIATAH pERuALAHAN DINAs .ABATART
DENGA)I KARTu KREDIT pEI]mRINTAII DABEIAII

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nana
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Perangkat Daerah
Nomor KKPD

Berdasarkan      Surat      Peljalanan      Dinas      (SPD)      Nomor      ................
tanggal .................., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhlrya bahwa :

1.   Rincian pengeluaran riil kegiatan pep.alanan dinas jabatan dengan KKPD sebagai
berikut :

RTo ELcian

Pembetianan ADggaran Bum Jumlch

Hode
Hod HodeKelompoI Hod Hod

Hode HodeSubELcianObjeI

Ad TdPengelunran Sub e e e EL
Keg Jrfu Jen Obje clan a I
iataa tL is I .,ek

Total

2.   Jumlah  uang  tersebut  pada  angka  1  di  atas  benar-benar  dikeluarkan  untuk
pembayaran peljalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan
atas pembayaran, kani bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke RKUD.
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Demi]dan    pemyataan    ini    kami    buat    dengan    sebenamya,    untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
PPI`K selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPD

®,,,,,,,®®,,,,,,,®,®,®,,®,,,,®,,,,®,

NIP...................................

Sukamara,............................

Pelaks- SPD,

Pj. BUPATI SUKAMARA,

+.E!

KASPINOR
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LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NIELE N G GARAAN         KARTU
KRE DIT       PEMERI NTAII       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RANG RA
PELAKSANAAN                              ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT NOTA PENCAIRAN DANA

HOP SURAT

Sukamara,.............................

Persetujuan Pembayaran HPD KKPD

...................(NamapFTK)
PPI`K Kegiatan ................
Dinas/Badan..................

di
Tempat

1.    Dasar:
a.    Peraturan Bupati Nomor .......... Tahun .......... tentang Tata Cara Penggunaan

dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Sukamara Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.   Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja
Modal   Dengan   KKPD   a.n ............................   (nana   PPTK)   dengan   nomor
KKPD

c.   Daftar  Pengeluaran  Rill  Kegiatan  Peljalanan  Dinas  Jabatan  Dengan  KPD
a.n ..................   (nana  PPTK)  .........  dengan  nomor  KKPD
dan/atau

d.   Tagihan    (e-bjz!jrLg)/Daftar   Taginan   Sementara   a.n ......
pemegang KKPD)  ......... dengan nomor KKPD ......................

e.   Surat    Pemyataan    UP    dari    PA    Perangkat    Daerah
Nomor............................tanggal..........................

2.   Berdasarkan   hasil   verifikasi   PPK-PERANGKAT   DAERAII/PPK   unit   Perangkat
Daerah untuk pembayaran belanja menggLmakan UP KKPD yang diajukan oleh
PPTK dengan rincian pengeluaran nil kegiatan pengadaan barang dan jasa serta
belanja modal dan/atau kegiatan pep.alanan dinas jabatan dengan KPD sebagai
berikut :
a.   Pembebanan anggaran
b.   Tanggal dan Nomor KKPD
c.   Jumlah tagihan KKPD yang dibayarhan
d.   Nomor rekening Bank penerbit KKPD
e.   Peruntukkan pembayaran
f.    Tanggal setuju/lunas bayar
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3.   Sehubungan  dengan  butir   1   dan  2   tersebut  di  atas,  dengan  ini  diberikan
persetujuan untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan
oleh PPTK.

PA/KPA'

RTaDa
Panghat/coloDgan

NIP.

Tembusan :
1.    Kuasa pengguna Anggaran perangkat Daerah .......................
2.   Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu perangkat

Daerah

Pj. BUPATI SUKAMARA,

•B

KASPINOR
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LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR  19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NI ELENG GARAAN         KARTU
KRE DIT       PE M E RI NTAII       KAB U FATE N
S U KAMARA              DALAM              RANG KA
PE LAKSANAAN                              AN GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

HOP SURAT

DAFTAR pEMBAyARAH TAGIHAN In[pD
BAHK ...(PENEREIT KHPD|

No, Na No.
JedsBeta EthciallPens Pembebanan

JudahPembayHode Hod Hode Hod Hod RodeELci RodeSub

RE nja e e e Edrci annrna eluaran SubKeg, Kelampok anObjekPD Barn Jrfu Jen Obje an Idalam
n8 a is I ObjeI Rupiah)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO JZ J2 Z3

BiayaMaterai*)

TOTAL

Di;isi dengan rindan pengeluarcm/ ira:nea:ksi ycl:ng  dibayarhan dengarL KKPD.*)  Urrfu:k
Biaya  Materal,  apahile  mnsu.k  dalc[m Tagthan  (ebtlling)/ DCLftar  Tagi:ham  Semendara,
agar dir"asukkan dalam rimcian pengeha;rarL urthi:k dibayarhan kepada Ban,k Penerbit
KKPD                                                                                                      Sukamara,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggalan'Nana

Padgivt/Golongan
HIP.

Pj. BUPATI SUXAMARA,A+
KASPINOR
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN        pE rvE LE N G GARAAN        KARTu
KRE DIT       PEME RI NTAII       KAB U PATE N
S U RAMARA              DALAM              RANGRA
PELAKSANAAN                               AN G CIARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI+

FORMAT SURAT PBMBERITAIIUAN PENOLAKAN

HOP SURAT

Sukamara,.............................

Nomor
Sifat
Lampiran    :
Hal              :  Pemberitahuan penolakan Bulti-Bulti pengeluaran KKPD

Yth .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Nana PPTK)
Kegiatan................
Dinas/Badan....................

di
Tempat1.Dasar:

a.    Peraturan    Bupati    Nomor    . . . . . . . . . . .    Tahun    . . . . . . . . . . .    tentang    Tata    Cara
Penggunaan   dan   Penyelenggaraan   Kartu   Kredit   Pemerintah   Kabupaten
Sukamara  dalam  rangka  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah;

b.   Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja
Modal   Dengan   KKPD   a.n.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (nana   PPTK)   dengan   nomor
KKPD..........................;

c.    Daftar  Pengeluaran  Rfil  Kegiatan  Peljalanan  Dinas  Jabatan  Dengan  KKPD
a.n.   . . . . . . . . . . . . . . . . .   (nana  PPI`K)   . . . . . . . . .   dengan  nomor  KKPD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ;
dan/atau

d.   Tagihan    (e-bj!!ing)/Daftar   Tagihan   Sementara   a.n.    ... ... ... .. ....... . ..    (nana
pemegang KPD)  . . . . . . . . . dengan nomor KKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   Sehubungan  dengan  butir  1  tersebut di atas  dan  berdasarkan hasil pengujian
oleh  PPK  Perangkat  Daerah,  dengan  ini  disampaikan  rincian  pengeluaran  rill
kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa  serta  belanja  modal  dan/atau  kegiatan
peljalanan  dinas  jabatan  dengan  KKPD  yang  tidak  dapat  disetujui/disahkan
untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD, meliputi :

No

REcian Pembebanan BULm

Ju
Ket.

AlasanHode Ko Hode Ko Hod KedeELci RodeSub
A TiPens de de e ula PenolaSub Kel an ELci d daeluaran Akun JePis Objek h kenKeg Ompok ObjeI anObjek a I

TOTAL
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3.   Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dinaksud pada angka 2,
sesuai     dengan     ketentuan,     menjadi     tanggungjawab     pribadi     Pemegang
KKPD/Pelaksana  Kuasa  Pengguna  KKPD  dan  hanis  dibayarkan  kepada  Bank
Penerbit KPD sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Demikian kami sampaikan,  atas perhatian dan keba  samanya diucapkan
terima kasih.

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran,

Nana
Panghat/Golongan

NIP.

Tembusan :
1.    Kuasa pengguna Anggaran perangkat Daerab .......................
2.   Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran      Pembantu      Perangkat

Daerah

Pj. BUPATI SUKAMARA,

EE=
RASPINOR
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR   19  TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN        pE rv E LE N GGARAAN        KARTu
KRE DIT       PE ME RI NTAI-I       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RANG KA
PE LAKSANAAN                              AN GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

FORMAT SURAT PERINGATA)I PENVAIAHGUNAADT KKPD
KEPADA PEMEGANG KKPD

KOP SURAT

Sukamara,.............................

Nomor
Sifat
Lanpiran
Hal Peringatan Penyalahgunaan KKPD

Yth. Pemegang KKPD Badan/Dinas ..........
di
Tempat

Sehubungan dengan penyalahgunaan KKPD yang saudara lakukan, dengan
mengacu  pada  pasal  43  ayat  (2)  angka  .....  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  dan
Penyelenggaraan  Kartu  Kredit  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  Dalam  Rangka
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,   maka  diminta  kepada
saudara   sebagai   Pemegang   KKPD   untuk   menggunakan   KPD   sesuai   dengan
ketentuan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya surat peringatan ini diharapkan dalam penggunaan
KKPD  dilingkungan instansi saudara selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku
dan menghindari teljadinya penyimpangan.

Demihian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan keljasama yang baik
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara,

PPKD Selaku BUD,

Hana
Panghat/Golongan

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.   Bupati sukamara (Sebagai I.aporan).
2.   Sekretaris Daerah Kabupaten sukanara.
3.   Inspektur Daerah Kabupaten sukamara.

peunff"
RASPINOR
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LAMPIEN XIV
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR   19  TAHUN 2024
TENTANG    TATA    CARA    PENGGUNAAN
DAN         PE NIELENG GARAAN         KARTU
KRE D IT       PEME RI NTAII       KAB U PATE N
S U KAMARA              DALAM              RAN G KA
PELAKSANAAN                              AN GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PENARIKAN KKPD

HOP SURAT

Sukamara,.............................

:  PenarilEan KKPD

Yth. Pemegang KKPD Badan/Dinas ..........
di
Tempat

Sehubungan dengan penyalahgunaan KKPD yang saudara lakukan, dengan
mengacu  pada  pasal  43  ayat  (3)  angka  .....  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  dan
Penyelenggaraan  Kartu  Kredit  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  Dalam  Rangka
Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  karena  keadaan  tertentu
sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,   maka  diminta  kepada  saudara  sebagai
Pemegang KKPD untuk menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD.

Dengan  diterbitkannya  surat  penarikan  ini  diharapkan  kepada  saudara
segera menyerahkan KKPD paling lambat 1 x 24 jam se].ak diterimanya surat ini.

Demihian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan keljasama yang baik
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukanara,

PPKD Selaku BUD,

Nana
Panghat/Golongap

rm.
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.   Bupati sukanara (Sebagai I,aporan).
2.   Sekretaris Daerah Kabupaten sukamara.
3.   Inspektur Daerah Kabupaten sukamara.

Pj. BUPATI SUKAMARA,

`H
KASPINOR
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